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Bersama ini dengan hormat kami teruskan surat
Bupati Atjeh Besar tgl.l1l9 bulan ini no.718/Rahasia jang
dialamatkan kehadapan Saudara mengenal kedudukan dan nasib
Pamong , dengan tjatatan sebagal berikut:
apa-rupanja sampail kini masih sadja ada kekeliru:
paham dari pegawal2 jang berkepentingan mengenal masa'alah
jg dimaksud. Walaupun tuntutannja beralasan dan patut

‘disokong sepenuh2nja, namun kechilafan tentang duduk

perkara jang sebenarnja mendjadikan mereka tidak sabar,
hingga terkadang-kadang keluar sentiment jang dipertautkan
dengan soal jang bukan2. Hal inl melemahkan semangat
mereka untuk memenuhi kewadjibane4$& sebagal mestinja
hingga oleh karenanja usaha2 pembangunan didaerah 1ni
tidak begitu lantjar djalannja, '

Jang selalu didjadikan pangkalan tuntutannja
adalah ketetapan Gubernur-Atjeh tgl.21-12-1951 no.765/G/P,
sedangkan ketetapan jang dilakukan setjara "eigenmachtig"
ini juridis-formeel (kalau mau memakai istilah ini) adalah
"nietlg" oleh karena tidak berdasarkan hak Jang ditetapkan
oleh Mndang?2 atau Peraturan Pemerintah. ,

Lebih kabur lagi apabila ketetapan tersebut diang.
gap sebagal "djandji Pemerintah' jang sama-sekali tidak
benar,jenmg oleh karena Pemerintah (Pusat) tidak tahu-
menahu tentang asal-usulnja ketetdpan tersebut,tapi hanja
menerima/*uledsan sebagal '"falt a compli", sadgda.

Surat Menteri Dalam Negeri tgl.22-10-1952 no.

DDx 2/1/30 jg dimaksud oleh Bupati Atjeh Besar memang sukai
untuk dipahami oleh umum,bahwa didalagg%naiannaa dengan
sendirinja tersimpul djuga setjara tidak langsung masa'alal
tambahan2 gadji dan tulah2 jang sekarang/ditentukan oleh
kepala?2 mukim disini. Setjara tegas dinjatakan pada ajat
(2), bahwa tundjangan jang diberikan oleh Pemerintah selams
ini "meskipun tidak berupa djaminan dalam arti jang luas,
akan tetapi jang dapat diusahakan sesual dengan keknatan
keuangan Negara pada dewasa ini",

Njatalah,bahwa djuga dengan setjara meninggalkan
aspekten jang bersifat technis dan juridis,penjelesailan

setjara provisoris seperti jawg dikehendaki

oleh para penuntut tidak pula akan memberi kepuasan kepada-

nja, oleh karena tidak akan terhindar dari kesulitan
financioel jang sekarang dihadapi hesdbn oleh Pemerintah.

Masaalah jang serumit ini,jang tidak bersifat
lokaal tapi meliputi seluruh daerah2 di Indonesia/dan
sangat bertantan dem—btowddadin dengan.ﬁﬁnqbpﬁie.baru ten-

ang staatsrechtelijkeﬁ verhouding antara Pusat dengan
aerah, masaalah otonomi daerah,hubungan keunangan (£inane#
(financieele verhouding) antara Pusat dan flaerah--jang
kita sama-sama mengetahuinjay bahwa hal inl setjara
integraal sedang dalam peniﬂajauan Pemerintah«tidak begitn
mudah dipahami oleh para penuntut, hingga oleh karenanja
tidak pula mereka dapat dijakinkan, bahwa penjelesaiannja
memakan waktu jang agak lama.

Hal jang sedemikian itu akan terus menerus menga-
kibatkan merosotnja kegemaran bekerdja dikalangan para
pegawal jang bersangkutan, djika Pemerintah tidak berusaha
memberi djalan keluar dari kesesatan tersebut.

M.h.s. ada manfaatnjafpabila dari pihak Kemente-
rian Dalam Negeri dikeluarkan sebuah penerangan jang/ee-




Bersama ini dengan hormat kami teruskan surat
Bupati Atjeh Besar tgl.l9 bulan ini no.718/Rahasia Jang
Aﬁ%&a dialamatkan kehadapan Saudara mengenal kedudukan dan nasib
F Pamong , dengan tjatatan sebagal berikut: ‘

. Rupa-rupanja sampai kini masih sadja ada kekeliru:
paham dari pegawai2 jang berkepentingan mengenal masa'alah
jg dimaksud. Walaupun tuntutannja beralasan dan patut
‘disokong sepenuh2nja, namun kechilafan tentang duduk
perkara jang sebenarnja mendjadikan mereka tidak sabar,
hingga terkadang-kadang keluar sentiment jang dipertautkan

%g;woob"' dengan soal jang bukan2. Hal ini melemahkan semangat

o mereka untuk memenuhi kewadjibanme#® sebagail mestinja,
uﬁr hingga oleh karenanja usaha2 pembangunan didaerah ini
e ®  tldak begitu lantjar djalannja,

Jang selalu didjadikan pangkalan tuntutannja
adalah ketetapan Gubernur-Atjeh tgl.21-12-1951 no.765/G/P,
sedangkan ketetapan jang dilakukan setjara "eilgenmachtig"
ini juridis-formeel (kalau mau memakai istilah ini) adalah
"nietlg" oleh karena tidak berdasarkan hak jang ditetapkan
oleh Hndang2 atau Peraturan Pemerintah. ,

Lebih kabur lagi apabila ketetapan tersebut diang-
gap sebagal "djandji Pemerintah" jang sama-sekali tidak
benar ,jemg oleh karena Pemerintah (Pusat) tidak tahu-
menahu tentang asal-usulnja ketetdpan tersebut,tapl hanja
menerima/*uledsan sebagal '"fait a compli', sadda.

Surat Menterl Dalam Negeri tgl.22-10-1952 no.,

4éj2:z;%;jvp DDx 2/1/30 jg dimaksud oleh Bupatl Atjeh Besar memang sukai

7 2 Ly T simeng P
%_b& o= ek 9 ol

untuk dipahami oleh umum,bahwa didalagﬂé;aiaanég dengan
sendirinja tersimpul djuga setjara tidak langsung masa'alal

tambahan2 gadji dan tulah2 jang sekarang/ditentukan oleh

s bahwa tundjangan jang diberikan oleh Pemerintah selams
ini "meskipun tidak berupa djaminan dalam arti jang luas,
akan tetapil jang dapat diusahakan sesual dengan kekuatan
keuangan Negara pada dewasa ini".

Njatalah,bahwa djuga dengan setjara meninggalkan
aspekten jang bersifat technis dan juridis,penjelesaian
: setjara provisoris seperti jaag dikehendaki
oleh para penuntut tidak pula akan memberi kepuasan Eﬁpada-
nja, oleh karena tidak akan terhindar dari kesulitan ecanss,
financioel jang sekarang dihadapi besddn oleh Pemerintah,

JMJMM}“}’ %egalaz mukim disini. Setjara tegas dinjatakan pada ajat
= 2

cﬁ?&”“fL Masaalah jang serumit ini,jang tidak bersifat

ole~ lokaal tapi meliputi seluruh daerah? di Indonesia/dan
2 OM sangat bertautan dam—somddalin dengan #ongepidle Paru ten-

aerah, masaalah otonomi daerah,hubungan kenangan (€inameie
(financieele verhouding) antara Pusat dan flaerah--jang
kita sama-sama mengetahuinjay bahwa hal ini setjara
integraal sedang dalam penidgjauan Pemerintah«tidak begitu
mudah dipahami oleh para penuntut, hingga oleh karenanja
tidak pula mereka dapat dijakinkan, bahwa penjelesaiannja

& ang staatsrechtelijkep verhouding antara Pusat dengan

o memakan waktu jang agak lama.
" 4)MM Hal jang sedemikian itu akan terus menerus menga-

/7 df;ﬁ". kibatkan merosotnja kegemaran bekerdja dikalangan para

pegawal Jang bersangkutan, djika Pemerintah tidak berusaha
memberi djalan keluar dari kesesatan tersebut.

M.h.s. ada manfaatnjafﬁpabila dari pihak Kemente-
rian Dalam Negeri dikeluarkan sebuah penerangan jang/€e~
tlara—luas—jang—populair.yetenschanpelijk Jang muda
ddpakamt oleh pegawal? bawahan. Penerangan? jang selama in
diberikan oleh para Bupatl rupa-rupanja dianggap oleh para
penuntut sebagal kurang " gezaghebbend".

Mu!!gkin. TR



[ arrtleff e

Mungkin berlebih-lebihan pada ditjatat disini selan-
djutnja,bahwa makin hari makin bertambah kejakinan para
pegawai-djuga dikalangan Pamong Desa sendiri- bahwa satu-
satunja djalan untuk mengatasi ketegangan sekarang ini-
adalah menindjau kembalil kemungkinan? untuk menambah

nafkah para pegawal desa dengan menghidupkan kembali beberap:
djenis adatboﬂgiﬂgea jang oleh karena arus revolusi

§te telah dihapuskan. Sepertj kami ketahui ﬁ.ﬁ
andara sendiri pada waktu bestuurdconferentie j

tidak bersikap " send" pada dasarnja terhadap saranan
jang dimaksud .- A

Residen-Kiizchem.utk.Atjeh,
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s KUTARADJA, 19 November 1952,-

No., 718/Rahsia
Lampiran: 1,-
./ 447 , Perihal : Kedudukan dan nasib Pamong Desa,-
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Menghund juk surat S8audara tanggal 4 bulan ini No..4359/
Rahasia,/dengan hormat dimaklumkan bahwa dengan adanja surat
Menteri-Dalam Negeri tanggal 22 October jang baru lalu
No. DDx 2/1/30, jang menentukan bahwa Pamong Desa tidak akan
dapat diangkat mendjadi pegawei Negeri,surat saja tanggal
7 April 1952 No.295/Rahasia belum mendapat penjelesaian,

Dalam surat itu dikemukskan tuntutan Kepala2 Mukim
dalam daerah ini, agar djandji Pemerintah Jang diberikan de=~
ngan ketetapan Gubernur Atjeh tanggal 21 December 195Q
No. 765/G/P, tentang pemberian tambahan gadji dan tulah2 atas
dasar P.G.P,, ditepati dan bukan untuk d%angkat (did Jadikan)
mend jadi Pegawei Negeri.

Oleh karena jang berkepentingan senantiasa datang ber-
tanja kepada saja tentang tuntutan jang diad jukannja dan ber-
hubung pula sebagail jang disiarkan dalam Harian Tegas tanggal
14 November 1952 No, 260 jang bersama ini diberikutkan -
mereka bermaksud akan mengirim utusan ke Djskarta untuk mem-
perd juangkan nasib sendiri, maka saja mengharap perantaraan
Saudara mendesak fihak atasan menjelesaikan tuntutan mereka
jang dikemukakan dengan surat saja tanggal 7 April 1952
No.295/Rahsia, - Lok

£}
égﬁupati/Kepala Daerah Ksbupaten
: At jeh Besar:

S.d,t.0.

Abdul Wahab,

Keﬁada
GUBERNUR SUMATERA UTARA
d/p. Residen-Koordinator Pemerintahan
Untuk At jeh ,
di

KUTARAD JA,-



